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Pada awal kemunculannya, karya sastra modern Indonesia banyak mengangkat 
tema pendidikan formal. Masuknya pendidikan formal dalam novel ditengarai sebagai 
salah satu usaha membangun struktur wacana pemerintah kolonial melalui lembaga Balai 
Pustaka. Guna menguraikan wacana apa yang ingin dibangun Balai Pustaka digunakan 
teori analisis wacana kritis. Kajian ini menemukan dua kesimpulan. Pertama, pengarang 
mengalami ambivalensi sikap ketika menghadapi kekuasaan Balai Pustaka yang akan 
menerbitkan karya mereka. Kedua, pendidikan formal sengaja dihadirkan sebagai resistensi 
para pengarang kepada pemerintah Hindia-Belanda, khususnya Balai Pustaka, bahwa tidak 
sepenuhnya pendidikan formal cocok untuk masyarakat pribumi pada saat itu sehingga 
perlu disesuaikan dengan adat dan tradisi yang berlaku. 
 
Kata kunci: pendidikan formal-novel Balai Pustaka-analisis wacana kritis   
 
ABSTRACT 
In the beginning of its emergence, modern Indonesian literary works have taken formal 
education as the theme. The existence of formal education in the novel is believed as an attempt to 
build a discourse structure of the Nederlandsch-Indies through Balai Pustaka . In defining the 
discourse built by Balai Pustaka the research used the theory of critical discourse analysis. This 
finding then comes to conclusions; firstly, the authors experienced the demeanor ambivalence facing 
Balai Pustaka which will publish their works. Secondly, formal education was intentionally taken as a 
theme to show the authors’ resistance toward the Dutch Indies especially to Balai Pustaka, that the 
formal education was not fully compatible to the native in that era. Therefore it should be suited to the 
norms and custom at that time. 




Pembicaraan mengenai pendidikan formal di dalam karya sastra mulai marak 
ketika Laskar Pelangi menjadi fenomena. Fenomena tersebut dipicu oleh dua faktor, 
yakni internal karya sastra dan eksternal karya sastra. Faktor terakhir lebih banyak 
dibicarakan, seperti sejarah kepenulisan Andrea Hirata yang non-sastra, 
kehidupannya di Belitung, keadaan pendidikan formal di sana, dan lain sebagainya. 
Sementara itu, faktor internal karya sastra hanya sedikit dibicarakan dan terbatas 
dalam ruang-ruang akademik.  
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Ditinjau lebih jauh, novel-novel Indonesia sebagai karya sastra modern telah 
lama membicarakan masalah pendidikan formal. Baik novel-novel Balai Pustaka 
maupun novel-novel yang dicap liar pada zamannya sama-sama mengangkat tokoh-
tokoh yang sedang menempuh pendidikan formal atau sudah menjadi produk 
pendidikan formal. Perbedaannya, jika pendidikan formal dalam novel-novel 
kategori pertama menghasilkan pemuda-pemuda yang menentang adat, dalam 
novel-novel dari kategori kedua justru menghasilkan pemuda-pemuda yang mulai 
memiliki jiwa nasionalisme dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Suwondo, dkk 
(1997: 26--40) pernah menyinggung masalah pendidikan formal dalam novel-novel 
di luar Balai Pustaka, tetapi hanya menjadi bagian kecil dari penelitian.  
Meluaskan apa yang sudah dilakukan Suwondo, dkk. dalam objek material 
yang berbeda, artikel  ini membatasi kajian pada novel-novel dari kategori pertama, 
yakni novel-novel Balai Pustaka, dengan fokus kajian pada tema pendidikan formal 
yang ada di dalamnya. Pemilihan tema ini didasarkan pada pertimbangan adanya 
wacana yang ingin dibentuk para penulisnya mengenai kemodernan melalui 
pendidikan formal. Para penulis novel ingin mewacanakan pentingnya pendidikan 
formal yang dibawa Belanda kepada masyarakat Indonesia. Keinginan ini 
ditampung oleh Balai Pustaka selaku lembaga pemerintah Hindia-Belanda yang 
sedang gencar melaksanakan politik etis.  
Balai Pustaka merupakan lembaga pemerintah kolonial yang sarat akan 
kepentingan politis. Selama ini, pembicaraan mengenai aspek politis Balai Pustaka 
yang tersirat dalam novel-novel yang diterbitkannya hanya berkitar pada 
pertentangan adat dengan kemenangan di pihak modern. Padahal, masih ada aspek 
lain yang justru lebih masif dari pertentangan adat yang selama ini disuguhkan. 
Aspek tersebut adalah merasuknya pendidikan formal dalam kehidupan 
masyarakat dalam karya sastra. 
Frasa pendidikan formal dalam tulisan ini digunakan dengan dua tujuan. 
Pertama, frasa ini digunakan untuk membedakannya dengan pendidikan umum 
yang biasa diterima sebagai amanat dalam karya sastra. Makna ini kerap dikaitkan 
dengan nilai-nilai pendidikan yang ada dalam karya sastra. Dengan pembedaan ini, 
akan jelas mana yang pendidikan formal dan mana pendidikan yang umum. 
Pendidikan formal dalam karya sastra memiliki nilai-nilai pendidikan, sementara 
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nilai-nilai pendidikan dalam karya sastra tidak selalu datang dari pendidikan formal 
yang diceritakan di dalamnya. 
Kedua, pendidikan formal merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat 
Indonesia pada masa itu. Pendidikan formal datang dari Belanda dengan 
konsekuensi ditinggalkannya cara pendidikan lama yang asli masyarakat setempat. 
Pendidikan formal dapat dipandang sebagai kegiatan belajar dan mengajar yang 
diadakan oleh pemerintah Belanda dengan ketentuan-ketentuan yang berasal dari 
mereka. Alasan kedua inilah yang paling kuat untuk mengawali kajian pendidikan 
formal terhadap novel keluaran Balai Pustaka. Asumsi dasarnya, novel-novel 
tersebut merupakan bagian dari strukturisasi wacana yang dibangun Belanda—
melalui Balai Pustaka dan penulisnya—mengenai pendidikan formal. 
Bagaimana pembentukan struktur wacana dalam novel-novel Balai Pustaka 
dibangun dan disebarkan akan dikaji melalu analisis wacana kritis. Analisis wacana 
kritis tidak secara langsung berhubungan dengan karya sastra. Teori ini masuk 
dalam ranah sastra dijembatani oleh sosiologi sastra. Sosiologi sastra memandang 
karya sastra sebagai produk masyarakat. Segala sesuatu yang dilakukan manusia 
dipengaruhi oleh struktur sosial (Wolff, 1981: 9), termasuk para penulis karya sastra. 
Maka wajar jika Abrams (1981: 178) mengatakan bahwa karya sastra merupakan 
cerminan masyarakat yang secara tidak terhindarkan dipersiapkan oleh keadaan 
masyarakat pada zamannya. Meskipun demikian, masyarakat dalam karya sastra 
berbeda dengan masyarakat yang ada di dalam realitas. Menurut Langland (1989: 4), 
masyarakat yang ada di dalam novel, dan karya sastra lainnya, memiliki fungsi 
sebagai bagian dari elemen pembentuk karya sastra. Di sini, kehadiran masyarakat 
ditujukan oleh pengarang untuk mengungkap suatu maksud yang dengannya 
pengarang akan memosisikan tokoh-tokohnya pada peristiwa-peristiwa yang nanti 
akan mengembangkan karakter mereka. Dalam rangka mengungkap maksud itulah 
akan digunakan analisis wacana kritis.  
Analisis wacana kritis tidak memandang wacana dari kebenarannya dengan 
metode linguistik yang menekankan aspek semantik dan sintaksis. Analisis ini juga 
tidak memandang wacana sebagai sebuah susunan tanda yang mengandung tujuan-
tujuan dari penggunanya untuk mengarahkan mitrawicaranya ke dalam suatu 
susunan makna tertentu. Analisis wacana kritis dipakai untuk mengkaji konstelasi 
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kekuasaan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Analisis ini 
juga dapat digunakan untuk membongkar kuasa yang ada di dalam setiap proses 
berbahasa (Eriyanto, 2006: 6). Dalam hubungannya dengan proses berbahasa, karya 
sastra merupakan objek yang produktif. Di samping itu, karya sastra juga 
merupakan objek yang intensitas reproduksi maknanya paling banyak 
dibandingkan teks-teks lain yang menyuguhkan wacana. Karya sastra sebagai 
secondary language merupakan lahan kekuasaan bagi setiap subjek untuk 
mereproduksi makna. Dengan demikian, analisis wacana kritis relevan untuk 
digunakan dalam penelitian karya sastra.  
Pendidikan formal dalam kajian ini akan dipandang sebagai sebuah struktur 
wacana yang sedang dibangun oleh para pengarang novel. Secara tidak langsung, 
pengarang memiliki kekuasaan yang dominan untuk mengarahkan pembacanya 
pada wacana yang dituliskannya. Kekuasaan yang dimiliki pengarang adalah 
kekuasaan pengetahuan. Menambahi apa yang pernah dikatakan Francis Bacon 
bahwa ilmu pengetahuan menyediakan kekuasaan, Foucault berargumen bahwa 
tidak hanya ilmu pengetahuan, tetapi pengetahuan umum pun dapat menciptakan 
kekuasaan sehingga mustahil pengetahuan tanpa kuasa (Bertens, 1996: 321). Bagi 
Foucault (2002a: 260—261) pengetahuan adalah apa-apa yang dapat diucapkan 
seseorang dalam satu praktik diskursif dan dispesifikasi oleh kenyataan tersebut, 
ruang tempat subjek dapat menempati satu posisi dan berbicara tentang objek-objek 
yang dikenalinya di dalam wacana, dan yang paling penting, pengetahuan 
ditentukan oleh kemungkinan penggunaan dan penyesuaian yang diberikan oleh 
wacana. Secara singkat, pengetahuan dikatakan Foucault (2000: 203) sebagai  suatu 
himpunan praktis dari unsur-unsur yang dipahami dan disusun, yang mampu 
menurunkan suatu ilmu, sistem hubungan formal, dan eskperimental.  
Pada sisi yang lain, Foucault (2000: 115) mengatakan bahwa kekuasaan 
berfungsi berdasarkan unsur yang tidak terhitung jumlahnya dan terjalin dalam 
hubungan yang tidak sederajat sehingga kekuasaan tidak dimiliki, tetapi 
dipraktikkan dalam satu ruang lingkup tempat ada banyak posisi yang secara 
strategis berkaitan satu sama lain dan senantiasa mengalami pergeseran. Dengan 
hilangnya kuasa dari kepemilikan, maka kekuasaan ada di mana-mana karena 
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kekuasaan berasal dari mana saja. Bagi Foucault, kekuasaan bukanlah sesuatu yang 
dimiliki subjek.  
Pemikiran Foucault mengenai relasi pengetahuan dan kekuasaan dengan 
argumennya yang menihilkan kepemilikan kekuasaan dari subjek menimbulkan 
kebingungan tersendiri. Ia mengatakan bahwa kekuasaan tidak berafiliasi dengan 
kepemilikan, tetapi pemikirannya yang lain justru menjelaskan bahwa pengetahuan 
dan kekuasaan itu saling memiliki. Meskipun demikian, Foucault menekankan 
bahwa tidak ada pengetahuan yang dapat menciptakan dasar kemungkinannya 
sendiri, suatu ilmu dimungkinkan oleh transformasi-transformasi di antara relasi 
subjek dalam kuasa. Jadi, pengertian kekuasaan telah bergeser dari kepemilikan 
subjek ke struktur hubungan subjek tersebut. Dapat pula ditafsirkan bahwa 
kekuasaan memang tidak dimiliki, tetapi sumber-sumber kekuasaan dapat dimiliki. 
Pengetahuan, yang merupakan salah satu sumber kekuasaan, akan digunakan 
untuk suatu praktik kekuasaan. Dengan demikian, karya sastra merupakan sebuah 
praktik kekuasaan para pengarangnya yang memiliki sumber kekuasaan berupa 
pengetahuan.     
Akan tetapi, sumber kekuasaan bersifat heterogen sehingga mengakibatkan 
jalannya kekuasaan tidak lagi berlangsung dari atas ke bawah dengan penindasan 
atau sistem represif lainnya. Kekuasaan lalu berjalan melalui normalisasi dan 
regulasi. Bahkan, Foucault menegaskan bahwa kekuasaan tidak bekerja dengan 
negatif dan represif, tetapi dengan cara positif dan produktif sehingga menghasilkan 
sesuatu yang tidak bersifat destruktif (Bertens, 1996: 322—324) 
Dalam pengertian yang demikian, kekuasaan tidak selalu mengandung 
unsur-unsur paksaan dan terpusat pada satu agen atau kelompok sosial tertentu. 
Kekuasaan merupakan pengaruh potensial seseorang terhadap sikap dan perilaku 
orang lain atau potensi untuk memengaruhi orang lain demi kebaikan atau 
kejahatan. Pengaruh ini akan berjalan dengan serangkaian wacana yang diciptakan 
oleh pelaku kekuasaan. Dalam kajian ini, pelaku kekuasaan mengacu kepada 
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Kajian ini menggunakan metode sastra bandingan dalam mengurai 
pendidikan formal dalam novel-novel yang menjadi sampel. Jost (1974: 33) membagi 
sastra bandingan dalam empat bidang pendekatan, yakni: (1) pengaruh dan analogi, 
(2) gerakan dan kecenderungan, (3) genre dan bentuk, dan (4) motif, tipe, dan tema. 
Sementara itu, Clements (dalam Damono, 2005: 7—8) menentukan lima pendekatan 
yang dapat dipergunakan dalam penelitian sastra bandingan, yaitu: (1) tema/mitos, 
(2) genre/bentuk, (3) gerakan/zaman, (4) hubungan-hubungan antara sastra dan 
bidang seni dan disiplin ilmu-ilmu lain, dan (5) pelibatan sastra sebagai bahan bagi 
perkembangan teori yang terus menerus bergulir. Seperti yang telah dijelaskan di 
atas, tulisan ini membatasi kajian pada tema meskipun tidak menutup kemungkinan 
akan menyentuh aspek yang lainnya, terutama mengenai gerakan politik, dalam hal 
ini yang dilakukan Balai Pustaka. Perbandingan yang akan dilakukan tidak 
memiliki tujuan guna menentukan mana yang paling baik dari objek-objek yang 
diperbandingkan, tetapi bertujuan untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak hadir 
ketika perbandingan itu tidak dilakukan.  
Dari awal berdirinya, 1920, sampai dengan 1942, ada 25 novel yang 
diterbitkan oleh Balai Pustaka yang sebagian besar berisi tokoh-tokoh yang tengah 
atau sudah menempuh pendidikan formal. Adapun novel-novel yang dikaji, antara 
lain, Azab dan Sengsara (selanjutnya disingkat AS) karya Merari Siregar, Salah Asuhan 
(selanjutnya disingkat SA) karangan Abdoel Moeis, Sitti Nurbaya (selanjutnya 
disingkat SN) karya Marah Rusli, dan Kalau Tak Untung (selanjutnya disingkat KTU) 
karangan Selasih. Keempat novel tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan tokoh-
tokohnya yang diceritakan berstatus sebagai siswa hingga kemudian purna siswa. 
Selain itu, keempat novel tersebut—terutama tiga yang awal—juga telah banyak 
menjadi objek kajian sehingga patut dikaji lagi dari sisi yang lain.  
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pembahasan hasil penelitian diuraikan dalam dua bagian, yakni deskripsi 
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Deskrpsi Pendidikan Formal 
Pendidikan formal dalam novel-novel Balai Pustaka dideskrisikan melalui  
lima aspek, yaitu: (1) pandangan orang tua terhadap pendidikan formal, (2) 
kontribusi keluarga terhadap pendidikan formal, (3) tujuan pendidikan formal, (4) 
pendidikan formal sebagai status sosial, dan (5) pengaruh pendidikan formal     
 
1) Pandangan Orang Tua terhadap Pendidikan Formal 
 Dalam SA Ibu Hanafi menyekolahkan anaknya hingga jenjang tinggi (tamat 
HBS) dengan menempatkan Hanafi dalam rumah orang Belanda selama menempuh 
pendidikan (lihat Moeis, 2002: 23). Ia berharap agar anaknya mampu menjadi 
manusia modern, yang menurut ukurannya dapat bergaul dengan orang Belanda. 
Dalam novel, tidak ada keterangan bahwa Hanafi-lah yang menginginkan sekolah 
tinggi dan tinggal dalam lingkungan orang-orang Belanda.  
 Sementara itu, KTU mengisahkan usaha sebuah keluarga miskin untuk 
menyekolahkan seorang anak yang dianggap memiliki potensi kecerdasan 
dibandingkan anak lainnya. Berbagai halangan diungkapkan ketika 
menggambarkan Rasmani yang akan bersekolah, seperti uang keluarga yang sedikit, 
hujan yang mengguyur, hingga sarapan yang hanya ada sedikit, yang dikhususkan 
untuk Rasmani sementara anggota keluarga lainnya rela tak bersarapan (Selasih, 
1969: 1—9).  
Melalui pendidikan formal, ibunya Hanafi memiliki keinginan anaknya 
tumbuh menjadi modern, sementara ibunya Rasmani berkeinginan agar anaknya 
tidak seperti dirinya yang dari kecil diajar melakukan pekerjaan yang berat seperti 
pergi ke sawah dan ladang, menggembala ternak, menumbuk, dan menjemur. 
Ibunya Rasmani memiliki keinginan agar masa depan anaknya lebih baik dari 
dirinya yang tidak memiliki pengetahuan (Selasih, 1969: 11--12). Harapan ini juga 
dimiliki oleh Sutan Mahmud, orangtua Samsul Bahri dalam SN, yang menginginkan 
anaknya menjadi dokter sehingga menyekolahkannya ke Jawa (Rusli, 1999: 72). 
Demikian juga harapan orangtua Mariamin, Nuria dalam AS, yang beranggapan 
bahwa sekolah dapat mengajari anaknya kelak menjadi ibu yang cakap dan pintar 
dalam rumah tangga (Siregar, 1999: 34) 
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Masing-masing orangtua dalam keempat novel menyandarkan masa depan 
anaknya kepada pendidikan formal yang disediakan pemerintah Hindia-Belanda. 
Mereka merupakan orangtua yang menentang arus di saat orang-orang tua yang 
lainnya, yang sezaman dengan mereka, masih menganggap anaknya tidak usah 
disekolahkan, apalagi bersekolah hingga jenjang yang tinggi.  
Putri Rubiah dan Sutan Hamzah dalam SN, misalnya, yang menganggap 
sekolah sebagai lembaga yang tidak memiliki banyak arti bagi masa depan. Mereka 
yakin bahwa kesuksesan seseorang di masa yang akan datang bergantung nasibnya, 
tidak lebih dari itu (Rusli, 1999: 57—59). Permintaan tanggung jawab Putri Rubiah 
kepada Sutan Mahmud sebagai mamak dari anaknya bukanlah menyekolahkan 
Rukiah, anaknya, melainkan menikahkannya (Rusli, 1999: 23—24). Beberapa orang 
dalam KTU juga menunjukkan pandangan yang serupa terhadap keberadaan 
sekolah. Bahkan, mereka menganggap sekolah sebagai tempat pemanjaan anak-anak 
karena di dalamnya anak-anak hanya “duduk menggoyang kaki” (Selasih, 1969: 15). 
Padahal, menurut mereka, anak-anak semestinya berada di ladang atau di sawah 
belajar pekerjaan orang dewasa agar kelak bisa pandai bekerja. 
 
2) Kontribusi Keluarga terhadap Pendidikan Formal 
 Dalam usaha mewujudkan harapan-harapan mereka untuk masa depan 
anaknya, para orangtua rela berkorban apa saja asal anaknya mengenyam 
pendidikan formal. Bahkan, beberapa anggota keluarga yang lain juga turut 
menaruh kontribusi terhadap keberlangsungan pendidikan formal yang dijalani 
tokoh utama. Meskipun demikian, keberadaan keluarga ini tidak turut memberikan 
pandangan mengenai pendidikan formal, tetapi sekadar memberi kontribusi 
terhadap berlangsungnya pendidikan formal yang ditempuh anggota keluarga 
mereka.  
Dalam SA, Hanafi mampu bersekolah sampai tinggi karena kehendak ibunya, 
yang sebagian biayanya ditanggung oleh mamak-nya. Sementara itu, dalam KTU 
Rasmani dapat bersekolah karena pengorbanan kakaknya yang rela putus sekolah 
karena menganggap adiknya lebih pandai. Dalam AS dan SN, kontribusi langsung 
diberikan oleh orangtua kepada anaknya karena mereka berasal dari keluarga 
berada. Mariamin dan Aminuddin bersekolah dengan lancar karena kemampuan 
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harta orangtuanya. Sementara itu, Sutan Mahmud berani bertentangan dengan 
saudara-saudaranya asal Samsul Bahri mencapai pendidikan yang tertinggi.  
Kontribusi keluarga dalam pendidikan formal ini tentu mengandung 
kepentingan. Mamak-nya Hanafi turut berkorban beberapa rupiah untuk 
kelangsungan pendidikan formal Hanafi karena ia menaruh harapan Hanafi akan 
menjadi menantunya (Moeis, 2002: 62). Keluarga Rasamani rela berkorban karena 
yakin pendidikan formal akan mencerdasakan Rasmani hingga mampu 
menyelamatkan masa depan keluarga mereka dari kemiskinan.  
Perbedaan ditunjukkan oleh AS dan SN yang tidak secara eksplisit 
menunjukkan kepentingan atas kontribusi keluarga terhadap pendidikan formal. AS 
hanya menceritakan keberlangsungan pendidikan formal Mariamin dan Aminuddin 
hingga mereka lulus tanpa ada kilasan kepentingan anggota keluarga terhadap 
pendidikan formal yang ditempuh keduanya. Dalam SN, kontribusi yang diberikan 
Sutan Mahmud justru tidak menunjukkan kepentingan karena ia yakin bahwa 
memajukan Samsul Bahri dengan pendidikan formal sudah merupakan kewajiban 
seorang bapak kepada anaknya (Rusli, 1999: 21). Kepentingan justru ditunjukkan 
melalui tokoh Sitti Nurbaya yang menganggap bahwa setelah nanti Samsul Bahri 
menamatkan pelajarannya di Jawa akan mendapat pangkat yang tinggi dan gaji 
besar yang membahagiakan orangtua Samsul Bahri.  
Apa yang diinginkan Sitti Nurbaya ini justru memantik pertanyaan, 
sebenarnya secara detail, apa yang diinginkan para orangtua atau angggota 
keluarga dari pendidikan formal? Jika mereka mengharapkan masa depan yang baik 
bagi anak-anaknya, apakah itu masa depan yang lebih baik? Pertanyaan ini 
menuntun pada suatu konsekuensi akan pandangan masa depan yang lebih baik 
yang tak dapat dilepaskan dari citra mereka mengenai kesuksesan.    
 
3) Tujuan Pendidikan Formal 
Berkali-kali Sitti Nurbaya membayangkan bahwa kelak Samsul Bahri akan 
berpangkat tinggi dan bergaji besar setelah menamatkan pendidikan formalnya di 
Jawa (Rusli, 1999: 52, 71, dan 72). Selain itu, Nurbaya juga mengharapkan Samsul 
Bahri akan menjadi dokter sehingga kelak ia dan anaknya tak perlu memanggil 
tabib yang lain jika ada anggota keluarga yang sakit (Rusli, 1999: 96). Harapan 
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Nurbaya terhadap pendidikan formal ini juga dirasakan oleh ibunya Rasmani yang 
“…tampak-tampak di matanya bagaimana kesenangan yang boleh didapat anaknya 
kalau akan berharta banyak itu…”(Selasih, 1969: 12). Jadi, SN dan KTU 
mempercayai pendidikan formal sebagai sebuah usaha untuk menjadi kaya sebagai 
sebuah citra kesuksesan dalam hidup. Kecerdasan yang dimiliki Rasmani seperti 
tidak dapat digunakan untuk mencari kekayaan kalau ia tidak mengenyam 
pendidikan formal. Sementara itu, pendidikan formal Samsul Bahri selalu 
dihubungkan dengan kekayaan yang akan diraihnya jika telah lulus.  
AS dan SA menunjukkan pandangan lain terhadap pendidikan formal. Kedua 
novel ini tidak secara terang-terangan mengatakan bahwa pendidikan formal akan 
mendatangkan kekayaan. Kedua novel justru menuturkan bahwa pendidikan 
formal mampu mencerdasakan pelakunya sebagai manusia modern. Kalaupun nanti 
pelakunya menjadi kaya, hal itu merupakan dampak lain dari pendidikan formal.  
 
4) Pendidikan Formal sebagai Status Sosial 
Ibunya Hanafi menjodohkan anaknya dengan Rapiah karena sekolah Rapiah 
sudah cukup tinggi (dibandingkan perempuan pribumi lainnya), yakni tamat HIS 
(Moeis, 2002: 62). Namun, Hanafi menolak perjodohan itu dan menganggap 
pendidikan Rapiah tidak penting. Ia membandingkan Rapiah dengan seorang 
perempuan Belanda yang hanya lulus MULO. Bagi Hanafi, pendidikan formal yang 
ditempuh Rapiah tidak penting meskipun lebih tinggi dari perempuan Belanda. 
Dari data-data dalam novel itu terlihat bahwa pendidikan formal mulai menjadi 
status sosial, termasuk dalam hal perjodohan.        
Kesadaran akan pendidikan formal ini juga merasuk pada diri Masrul dalam 
KTU. Masrul mengharapkan jodohnya adalah Rasmani yang disaksikannya cerdas 
di sekolah. Namun, orangtuanya justru menjodohkannya dengan seorang gadis 
yang tidak bersekolah. Masrul pun menolak perjodohan itu kecuali si gadis bisa 
membaca dan menulis—kemampuan yang waktu itu hanya diajarkan di sekolah. 
Meskipun Rasmani mengajarakan baca dan tulis kepada gadis yang dijodohkan 
kepadanya, Masrul akhirnya memilih menikah dengan seorang gadis keluaran 
Sekolah Satu yang mahir berbahasa Belanda yang telah membaca berpuluh-puluh 
buku (Selasih, 1969: 135). 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa novel-novel menceritakan 
pendidikan formal sebagai sebuah usaha untuk mencapai status sosial tertentu. Baik 
untuk menjadi pintar atau menjadi kaya, pendidikan formal merupakan alat untuk 
menuju kepada dua kedudukan tersebut yang dalam sejarahnya selalu berada di 
tingkat atas. Orang pintar dan orang kaya dalam berbagai masyarakat selalu 
memiliki kedudukan yang dihormati. 
 
5) Pengaruh Pendidikan Formal 
Secara garis besar, pendidikan formal yang ditempuh tokoh-tokoh dalam 
novel tidak memiliki efek signifikan terhadap karakter tokoh. Hanafi menjadi model 
manusia yang mengalami shock culture. Pengetahuan dari pendidikan formalnya 
justru membuatnya menjadi seorang imitator bangsa Eropa. Keputusannya 
menikahi Corrie du Buse merupakaan puncak dari usahanya menjadi manusia 
Eropa. Di akhir hayatnya, ia baru merasakan kesalahan penggunaan ilmu 
pengetahuannya mengenai bangsa Eropa. Ia baru mengerti bahwa “kebanyakan 
orang lebih suka melihat orang Timur berpelajaran Barat, bila ia tidak keluar dari 
ketimurannya” (Moeis, 2002: 236).  
Aminuddin dan Mariamin bersepakat untuk menikah setelah Aminudin 
mendapatkan kerja. Kesepakatan mereka ini tidak lepas dari hasil pendidikan 
formal yang telah mereka tempuh. Mereka tidak ingin kehidupan keluarga setelah 
pernikahan menjadi berantakan hanya karena permasalahan penghasilan. Maka, 
Mariamin pun rela ditinggal Aminuddin bekerja ke Deli untuk sementara waktu. 
Persoalan yang timbul kemudian adalah ketidaktegasan Aminuddin terhadap 
perjodohan yang dilakukan orangtuanya. Aminuddin, sebagai manusia hasil 
pendidikan formal, ternyata tidak mampu berbuat banyak terhadap keputusan 
orangtuanya ketika tahu bukan Mariamin yang dijodohkan kepadanya. Di sisi yang 
lain, Mariamin pun akhirnya dijodohkan. Di sini, pendidikan formal Aminuddin 
dan Mariamin diposisikan rendah terhadap pengalaman pernikahan orangtua 
mereka masing-masing.  
Pendidikan formal juga tidak berefek signifikan terhadap Samsul Bahri. Alih-
alih menjadi pemuda matang dengan pikiran rasional—sebagaimana semangat 
pendidikan bangsa Eropa—ia justru bersikap emosional dan frustrasi karena 
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kejadian-kejadian dalam hidupnya. Samsul Bahri tidak menggunakan 
kepandaiannya untuk menyelesaikan masalahnya. Hidupnya lebih banyak dituntun 
oleh mimpinya daripada kenyataan hidupnya. Mimpi buruknya yang disajikan 
pada awal cerita terus membayangi dan dipercayainya hingga akhirnya menjadi 
nyata.  
Hanya Rasmani yang menunjukkan arti penting pendidikan formal bagi 
pelakunya. Setelah menamatkan pendidikannya ia menjadi guru untuk turut 
mencerdaskan anak-anak pribumi. Ia menautkan hatinya kepada Masrul sejak 
sekolah. Masrul kemudian pergi merantau untuk bekerja dengan janji akan 
menikahinya. Namun, janji itu diingkari Masrul. Dalam menghadapinya, Rasmani 
mampu berpikir logis dan beberapa kali menunjukkan solusi kepada Masrul atas 
masalah yang dihadapinya. Meskipun Rasmani diceritakan sempat menanyakan arti 
mimpinya kepada seorang peramal, peristiwa ini digambarkan penulisnya sebagai 
suatu kebetulan. Artinya, tidak ada keinginan yang menggebu dari Rasmani untuk 
menanyakan arti mimpinya kepada peramal yang menujukkan sikap 
ketakpercayaannya kepada peramal. 
     
Wacana Pendidikan Formal 
 Sebagai produk dari pendidikan formal yang digalakan pemerintah Hindia-
Belanda melalui politik etisnya, para pengarang keempat novel Balai Pustaka di atas 
secara sengaja menampilkan pentingnya pendidikan formal bagi masyarakat. 
Mereka membangun struktur wacana pendidikan formal dengan menampilkan 
kehidupan tokoh-tokoh yang menjalaninya dan menjadi produknya. Secara tidak 
langsung, karya sastra yang mereka ciptakan juga merupakan hasil dari pendidikan 
formal. Dengan demikian, struktur wacana mengenai pendidikan formal tidak 
hanya dibangun melalui isi karya sastra, tetapi juga termasuk karya sastra itu 
sendiri sebagai alat propaganda.    
Struktur wacana seringkali berkaitan dengan kekuasaan. Sebuah kekuasaan 
menggunakan struktur wacana—sesuai sifatnya—untuk menggiring objeknya 
kepada sebuah tafsir mengenai kebaikan kekuasaan itu. Akibatnya, ada dua wacana 
yang hadir dalam setiap kehidupan bernegara, yakni wacana yang dominan dan 
wacana yang terpinggirkan (Eriyanto, 2006: 77). Wacana dominan adalah wacana-
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wacana yang disusun oleh para penguasa untuk membentuk suatu masyarakat yang 
akan selalu melegitimasi kekuasaan mereka. Sementara itu, wacana yang 
terpinggirkan adalah wacana yang terbentuk karena dominannya struktur wacana 
yang disusun oleh suatu kekuasaan. Wacana terpinggirkan adalah suatu oposisi 
yang tidak dianggap penyeimbang, tetapi selalu dianggap penentang. Dengan 
demikian, kekuasaan selalu memegang kendali atas struktur wacana dalam suatu 
masyarakat.   
 Dalam novel, wacana yang dominan adalah wacana pentingnya pendidikan 
formal bagi manusia (Indonesia). Sementara itu, wacana yang terpinggirkan adalah 
wacana yang muncul dari tokoh yang diposisikan antagonis. Selain itu, wacana 
yang terpinggirkan juga hadir melalui beberapa tokoh sampingan seperti Sutan 
Mahmud dan Putri Rubiah dalam SN serta pendapat orang kampung dalam KTU 
yang mengatakan bahwa kepandaian itu dinilai bukan dari pendidikan formal, 
tetapi dari kecakapan “…anak yang pandai ke sawah dan ke ladang, sigap 
mengerjakan tumbuk dan tanak, tahu bekerja dalam rumah, tahu dibasa-basi cara 
kampung…” (Selasih, 1969: 37) 
 Ketika keempat novel di atas sampai pada masyarakat, dapat dipastikan 
wacana yang terbangun dalam masyarakat adalah pentingnya pendidikan formal. 
Dominasi wacana tidak hanya melenyapkan wacana lain, seperti tradisi lama di 
mana pendidikan tidak dilakukan di sekolah, tetapi juga menutup celah untuk 
berpikir mengenai nasib tradisi lama. Artinya, hal-hal baik yang ada di dalam tradisi 
lama pun akan turut lenyap karena dominasi wacana berarti generalisasi pada 
wacana yang terpinggirkan. Padahal, wacana yang terpinggirkan juga bukan suatu 
barang tunggal yang terdiri dari satu aspek saja.     
 Munculnya dominasi pendidikan formal di atas terbangun atas relasi antara 
pengarang dengan pemerintah Hindia-Belanda. Foucault (2002b: 175—176) 
menjelaskan bahwa kekuasaan sama luasnya dengan lembaga-lembaga sosial. 
Relasi-relasi yang ada dalam kekuasaan saling terjalin dengan relasi-relasi jenis lain. 
Relasi ini tidak hanya berbentuk larangan dan hukuman, tetapi juga bentuk-bentuk 
lainnya. Kesalinghubungan antar-relasi inilah yang kemudian melahirkan dominasi.  
 Hubungan antarsubjek dalam kekuasaan dipengaruhi oleh suatu perhitungan 
bahwa tidak ada kekuasaan yang berlaku tanpa sederet sasaran dan tujuan. Maka 
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dari itu, di mana pun ada kekuasaan pasti ada perlawanan (Foucault, 2000: 115—
117). Sasaran dan tujuan dari pembangunan struktur wacana mengenai pendidikan 
formal dalam keempat novel adalah masyarakat Indonesia yang modern. Di dalam 
novel, hanya muncul perlawanan dari Datuk Meringgih. Namun, itu pun dibalut 
ketidakpuasannya pada masalah belasting. Apa yang muncul adalah wacana yang 
terpinggirkan, bukan wacana tandingan atau wacana penyeimbang. Tidak adanya 
wacana tandingan ini merupakan gambaran berkuasanya Balai Pustaka dalam 
menyeleksi karya sastra yang akan diterbitkannya. Meskipun demikian, Balai 
Pustaka dapat dikatakan “kecolongan” karena produk pendidikan formal yang 
direpresentasikan melalui beberapa tokoh dalam keempat novel masih belum dapat 
menghilangkan keyakinan tokoh-tokoh tersebut akan tradisi masyarakatnya.  
 Dalam posisi yang demikian, terlihat adanya ambivalensi sikap pengarang 
ketika menulis novelnya. Mereka meyakini bahwa pendidikan formal penting bagi 
masyarakatnya, tetapi tidak mampu menampilkan sosok produk pendidikan formal 
yang menjadi teladan. Mungkin hanya Rasmani yang mampu dijadikan teladan. 
Selebihnya, tokoh-tokoh yang merupakan hasil dari pendidikan formal justru lebih 
banyak berbuat secara emosional daripada rasional—sesuatu yang sangat 
ditekankan pada pendidikan ala Eropa Abad Pertengahan. Dengan kata lain, para 
tokoh yang berpendidikan formal lebih banyak berbuat sesuai kehendaknya 
daripada menuruti ilmu dan pengetahuan yang tekah diraihnya.    
 Gejala tidak berfungsinya pendidikan formal bagi para tokoh dapat pula 
ditafsirkan sebagai resistensi pengarang untuk mengungkapkan kekurangan atau 
kelemahan pemerintahan Hindia-Belanda. Hal ini terlihat ketika dilihat hubungan 
kekuasaan antara Balai Pustaka dengan para pengarang. Pada posisi yang demikian, 
pengarang tidak dijadikan sebagai rekanan kekuasaan, tetapi sebagai penegas 
kekuasaan. Foucault menegaskan (2000 : 116) hubungan kekuasaan dapat 
berlangsung dari bawah ke atas sehingga tidak ada lagi oposisi biner dan global 
antara pendominasi dan yang didominasi. Hubungan-hubungan kekuasaan bersifat 
intensional dan tidak subjektif karena hubungan itu merupakan dampak suatu 
instansi dalam konteks kausalitas.    
Melalui pandangan Foucault di atas, pengarang Balai Pustaka tetap memilki 
kekuasaan terhadap lembaganya meskipun ia berfungsi sebagai penegas kekuasaan 
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lembaganya. Lalu dari mana kekuasaan itu berjalan? Sebagai pengarang, kekuasaan 
paling utama yang dimilikinya adalah ideologi dalam imajinasi. Melalui 
imajinasinya, para pengarang menularkan ideologinya kepada masyarakat. 
Kegagalan para pelajar dalam empat novel Balai Pustaka bukan tidak mungkin 
merupakan kesengajaan mereka untuk menentang pemerintahan Hindia-Belanda. 
Adanya gejala resistensi dari para pengarang Balai Pustaka ini dimungkinkan terjadi 
mengingat kuatnya peran Balai Pustaka dalam penerbitan dan pengawasan karya 
sastra.  
Beberapa roman seperti Mata Gelap (1914), Student Hidjo (1919), dan Rasa 
Merdeka (1924) karangan Mas Marco Kartodikromo serta Hikayat Kadirun (1920) 
karya Semaun merupakan contoh-contoh karya sastra yang pernah dicap liar oleh 
Balai Pustaka. Bahkan, adanya cita-cita kemerdekaan yang terdapat dalam karya 
sastra tersebut menyebabakan pemerintah Hindia-Belanda berkali-kali menjatuhi 
hukuman kepada kedua pengarang. Mas Marco Kartodikromo meninggal dalam 
pembuangannya di Digul-Atas, Irian Barat (Rosidi, 1969: 17) sementara Semaun 
tetap berjuang meraih kemerdekaan hingga bergabung dalam Partai Komunis 
Indonesia.  
Guna mencegah munculnya novel-novel yang dianggap liar seperti di atas, 
Balai Pustaka menjalankan fungsinya sebagai badan penerbit, menerbitkan karya-
karya yang lulus kualifikasi, sekaligus badan penertib, tidak menerbitkan karya-
karya yang kemudian dilabeli “bahaya” atau “liar”. Kekuasaan Balai Pustaka 
menjadikan kesusastraan Indonesia tidaklah milik para sastrawan Indonesia, tetapi 
milik pemerintah Hindia-Belanda karena karya yang terbit harus memiliki kriteria 
yang telah ditetapkan Balai Pustaka. Karya-karya sastra yang lahirpun menjadi 
bersifat kolonialistis.  
Dalam posisi yang demikian Balai Pustaka mengembalikan politik penjajahan 
Belanda dalam kerangka pecah belah (divide et impera) yang bertolak dari awal 
tujuan didirikannya sebagai alat politik etis dalam aras edukasi. Kehadiran Balai 
Pustaka menyebabkan lahirnya dua kubu sastrawan Indonesia, yakni sastrawan 
yang pro-rezim penjajah dan sastrawan yang anti-rezim penjajah. Sastrawan yang 
memilih berkarib dengan penjajah terwadahi ke dalam lembaga Balai Pustaka 
sementara sastrawan yang tidak memilih jalan pergerakan nasional.  
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Dalam pandangan Faruk (2002: 267) kuatnya peranan Balai Pustaka dalam 
penerbitan karya sastra, terutama dari segi distribusi karya sastra, mengakibatkan 
adanya ketergantungan para pengarang kepada Balai Pustaka. Ada semacam 
perasaan ketidakpuasan apabila karyanya tidak diterbitkan oleh Balai Pustaka. 
Distribusi yang meluas dengan relasi Balai Pustaka yang banyak tentu mengundang 
keuntungan finansial yang besar bagi penulis. Kebergantungan dan ketergantungan 
para pengarang inilah yeng mengakibatkan kekuasaan Balai Pustaka menjadi 
semakin kokoh.  
Akan tetapi, pengarang menyiasati kekuasaan Balai Pustaka dengan cara 
menyusun cerita yang seolah berkiblat ke Barat, khususnya Belanda, tetapi berakhir 
dengan kegagalan. Dari keempat novel di atas, semua tokoh yang memiliki 
pendidikan formal, dan lalu menentang adat pada akhirnya meninggal. Aminuddin 
yang sudah bekerja di Deli bahkan akhirnya tunduk kepada perintah ayahnya untuk 
menikah dengan gadis selain Mariamin (Siregar, 1999 : 136). Samsul Bahri, calon 
dokter dari STOVIA, justru menjadi orang frustrasi yang berperang untuk mencari 
kematian. Hanafi yang mengagung-agungkan Barat sepanjang cerita justru insyaf 
pada akhir cerita bahwa apa yang dilakukannya selama hidup merupakan suatu 
kesalahan. Lebih tragis, Rasmani yang sudah menjadi guru—cita-cita yang 
diinginkan keluarga dan dirinya semenjak kecil—tiba-tiba meninggal ketika Masrul 
ingin menikahinya. Ketragisan nasib tokoh-tokoh di atas merupakan kesengajaan 
yang dibuat pengarang bahwa apa yang dianggap baik, dalam hal ini pendidikan 
formal, oleh bangsa Belanda belum tentu baik untuk orang-orang pribumi.        
Ada tiga alasan sikap resistensi para pengarang kepada Hindia-Belanda yang 
disalurkan melalui Balai Pustaka. Pertama, ada ketidakseimbangan pendidikan 
formal untuk pribumi dan penjajah. Kedua, pendidikan formal ala Barat tidak selalu 
cocok untuk orang Timur. Ketiga, para pengarang menginginkan rumusan lebih 
lanjut mengenai pendidikan formal yang cocok untuk bangsa Indonesia.  
Bagaimanapun, penduduk pribumi harus turut mengikuti perkembangan 
zaman melalui pendidikan formal, tetapi dengan tanpa meninggalkan unsur 
ketimurannya. Hal ini sangat jelas terlihat dari harapan Hanafi kepada 
anaknya:….sementara itu berharaplah ia supaya anaknya, Syafei, jangan menurut jejaknya 
kelak. Biarlah anak itu menerima pelajaran Barat secukupnya sedang segala kebiasaan orang 
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Timur yang buruk-buruk boleh dibuangnya dan digantinya dengan adat kebiasaan orang 
Barat yang baik, tapi sebab ia orang Timur, hendaklah asuhannya itu tetap menurut cara 
Timur juga. (Moeis, 2002: 236)       
 
SIMPULAN 
Munculnya pendidikan formal dalam novel-novel Balai Pustaka mengarah 
pada dua kesimpulan. Pertama, para pengarang mengalami ambivalensi sikap 
ketika menghadapi kekuasaan Balai Pustaka yang akan menerbitkan karya-karya 
sastra mereka. Kedua, pendidikan formal sengaja dihadirkan dalam karya sastra 
sebagai sebuah usaha resistensi para pengarang kepada pemerintah Hindia-Belanda, 
khususnya Balai Pustaka, bahwa tidak sepenuhnya pendidikan formal cocok untuk 
masyarakat pribumi pada saat itu sehingga perlu disesuaikan dengan adat dan 
tradisi ketimuran yang dimiliki masyarakat pribumi. 
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